
BUPATI MEMPAWAH 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR (6 TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU 
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR 

DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MEMPAWAH 
TAHUN AJARAN 2021 /2022 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MEMPAWAH, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Kctentuan Pcraturan Mentcri 
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman 
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 
Pcrtama, Sekolah Menengah Atas, dan Seko]ah 
Mencngah Kejuruan, perlu ditetapkan Petunjuk 
Teknie Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDBJ pada 
Pendidikan Anak Usia Dini, SckoJah Dasar dan 
Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mempawah 
Tahun Ajaran 2021 /2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Pcraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan 
Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama di Kabupaten Mempawab Tahun 
Ajaran 2021 /2022; 

I. Undo.ng-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Pcnetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 430 I); 



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcnt:tng 
Perimbangan Keuangan Antara Pcmcrintah Pusal 
dan Pcmerintahan Daerah [Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12�. 
Tambahan Lembaran Negara Repub\ik Indonesia 
Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dcngan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Oaerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
scbagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhir 
dengan Undang-Unclang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraluran Pemerintah Nemer 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pcndidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496) sebagaimana tclah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5670); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 

8. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Mcnjadi 
Kabupaten Mempa,vah Di Provinsi l{alimantan Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 166, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5556); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengclolaan Kcuangan Daernh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pemberuukan Produk Hukum 
Daerah {Serita Negera Rcpublik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnana telah diubah 
dcngan Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 120 
Tahun 2018 {Serita Negara RepubJik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil 
Belajar Oleh Pendidik dan Saluan Pendidikan Pada 
Pendidikan Dasar clan Pendidikan Menengah {Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1868)i 

12. Peraturan Mcnteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan 
Ujian Nasional {Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1590); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kcbudayaan 
Nomor I Tahun 2021 tentang Pcnerimaan Peserta 
Didik Baru Pada Ta.man Kanak-Kanak, Sekolah 
Dasar, Sekolah Mcnengah Pertama, Sckolah 
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 
{Bcrila Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Mempa,vah 'Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah 
Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Mempawah Nomor 7); 

15. Peraturan Bupati Mempa,vah Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 
Anggaran 2021 {Serita Daerah Kabupaten 
Mempawah Tahun 2020 Nomor 64). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENERIMMN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDll<AN 
ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MEMPAWAH 
TAHUN AJARAN 2021/2022. 



BAB I 
PENDAHULUAN 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan : 
1. Dacrah adalah Kabupatcn Mcmpa,vah; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pclaksanaan unsur 
Pcmerintahan yang mcnjadi kewenangan pemerintahan otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Mempawah; 
4. Dinas Pcndidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata adalah Oinas 

Pendidikan, Pcmuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupatcn 
Mcmpawah: 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelenggaraan Urusan Pemerintah 
yang menjadi kewenangan Dacrah. 

6. Zonasi adalah wilayah yang ditetapkan pada sistem Penerimaan 
Peserta Oiclik Baru; 

7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB 
adalah rnerupakan kegiat.an yang dilaksanakan pada awal setiap 
tahun ajaran pada satuan pendidikan disetlap jenjang; 

8. Satuan Pcndiclikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD 
merupakan satuan pendidikan anak usia dini di bawah binaan Dinas 
Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Mempawah 
yang rneliputi Tarnan Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis 
(SPS), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK); 

9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD merupakan satuan 
pendidikan dasar pada jalur formal di bawah binaan Dinas 
Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten 
Mempawah; 

10. Sckolah Mcnengah Pcrtama, yang selanjutnya disingkat SMP 
merupakan satuan pendidikan dasar pada jalur formal di bawah 
binaan Oinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga Dan Pari,visata 
Kabupaten Mempawah; 

l J. Rombongan Belajar adalah kclompok peserta didik }'ang terdaftar 
pada satuan kelas dalam satu Sekolah; 

12. Ujian Satuan Pendidikan adalah kegiat.an pengukuran capaian 
kompctensi peserta didik pada sctiap mata pelajaran dengan mengacu 
pada Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan; 

13. Data Pokok Pcndidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah 
suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan 
Dan Kcbudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, 
pendidik dan tenaga kcpendidikan, dan substansi pendidikan yang 
datanya bersumbcr dari satuan pendidikan yang tcrus menerus 
diperbaharui secara online; 

BAB II 
TATA CARA DAN TAHAPAN PENERIMMN PESERTA DIDIK BARU 

Pasal 2 

Pcncrimaan Pescrta Didik Baru (PPDBJ di Kabupatcn Mempa,vah Tahun 
Ajaran 2021 /2022 dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dun) cara yaitu: 



n. Sccnm luring (Junr jnringnn): clan 
U. See-am dnriug [dalarn jnriugan] ntau 011/i11e. 

Pnsnl 3 

Pencrimnnn Pcscrtn Didik Bnru scbagaimnnn dimaksud dalam Pnsal 2. 
scbngai bcrikut : 
( 1) Pcncrimnan Pcscrtn Didik Baru P1\U D dilaksanaknn sccara luring 

(lunr jaringnu]: 
(2) Pcnerimaan Peserta Didik Sarti SD dilaksanakan secara daring 

(dalam jaringan) atnu oniine, kecuali npabila tidak tersedia fasilitas 
jnringan, maka PPDB dilaksanakan melalui rnckanisme luring (luar 
jnringau]: 

{3) Peucrimaan Pesertn Didik Bartl SMP dilaksanakan secara daring 
(dalnm ja1i11ga11J atau ontine. kccuali apabila tidak tersedia fasilitas 
jaringau. rnaka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring (luar 
jaringan]. 

(4) Pcncrimann Pcscrta Didik Bartl PJ\UD, SD dan SMP yang 
dilaksanakan melalui rnekaniernc luring (luar jaringan} sctiap satuan 
pendidikan wajib melaksanakan protokol kesehatan pcncegahan 
penyebaran Covid- 19; dan 

(SJ Satuan pendidikan PAUD. SD dan SMP dilarang melakukan tes 
dalam bentuk apapun pada penerimaan peserta didik baru ; clan 

Pasal4 

(I) Tahapan-tahapan pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan PAVO, 
SD dan SMP diantaranya Pengumuman, Pendaftaran, Seleksi, 
Pengumurnan Penetapan Peserta Didik Baru dan Daftar Ulang; 

(2) Pengumuman pcndaftaran melalui papan pengumuman, spanduk/ 
balcho dan atau melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat infonnasi diantaranya; 
a. Persyaratan calon pcserta didik sesuai dengan jcnjangnya; 
b. Tanggal pendaftaran; 
c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur wnasi, jalur prestasi 

atau jalur perpindahan orang rua/wali; 
d. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas I SD clan kelas 

7 SMP scsuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik; 
dan 

e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB. 
(3) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan haail rapat 

dcwan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan rnelalui 
keputusan kepala sekolah. 

BAB Ill 
PERSYARATAN PESERTA DIDIK BARU 

Pasal 5 

(1) Pcrsyaratan Calon Pescrta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Anak 
Usia Dini: 
a. Berusia O (1101) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk 

Tuman Penitipan Anak (TPA) dibu ktikan dengan akta kelahiran: 



b. Bcrusin O (no\) tahun sampai dcngan 6 [unam] tahun u ntuk 
Satunu PAUD Scjcnis (Sl>SJ dibukuknn dcngnn nkta kclnhirn11: 

c. Bcrusin 2 {dun) tnhun snmpni dcngau 6 (cnl1n1) tahun untuk 
Kclompok Ocrmnin (1..::81 dibuktiknn dcngan nkta kclahiran; 

d. Bcruuin 4 [cmpat] taht111 enmpni dcngan G [enam] tahun untuk 
Tnmnn Kaunk-kanak (1'K) dibuktikan clcngan nktn kelahiran clan 
dikclompokkau clalam Kelornpok A untuk pcscrta diclik berusia 
4 (en1pat) tahun sarnpai dcngnn 5 [lima] tahun sertn J(clompok B 
untuk peserta didik bcrusia lcbih dari 5 (lima) tahun snrnpai 
dengnn 6 [enarn] tahun: 

e. Calon pcscrta didik baru wajib ruelarnpirkan fotokopi akta 
kelahirau atau sumt keterangan lahir clan fotokopi Kartu 
Keluarga yang clilegalisir olch lurnh/kcpala desa pada saat 
mendaftar; dan 

f. Bagi sckolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan 
terluar dapat menerima calon peserta diciik bcrasal dari keluarga 
ekonomi tidak mampu dengon dibuktikan fotokopi KIP, PKH dan 
KJP serta melebihi persyaratan usia. 

(2) Persyaratan Calon Pescrta Oidik Baru pada Sekolah Dasar kelas l: 
a. Bcrusia 7 {tujuh) tabun sekolnh wajib mcncrima; atau 
b. Paling rendah berusia 6 (cnam) tahun pada tanggal Juli 

tahun berjalan; dan kecuali 
c. Berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal Juli 

tahun berjalan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang 
memiliki potensi kecerdasan dan/baknt Istimewa dan kesiapan 
psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog 
profcsional. Namun apabila psikolog profesional tidak tersedia, 
rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sckolah; 

d. Bagi sekolah yang berada di dacrah tertinggal, terdepan dan 
terluar dapat menerima calon peserta didik berasal dari keluarga 
ckonomi tidak mampu dengan dibuktikan fotokopi KIP, PKH dan 
KJP serta melebihi persyaratan usia; 

e. Calon peserta didik baru wajib melampirkan fotokopi akta 
kelahiran atau surat keterangan lahir dan fotokopi Kartu 
Keluarga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa pada saat 
mendaftar; 

f. Bagi sckolah yang bcrada di daereb tcrtinggal, tcrdcpan dan 
terluar dapat mcnerima calon peserta didik berasal dari keluarga 
ekonomi tidak mampu deugan dibuktikan fotokopi KIP, PKH dan 
KJP serta mclebihi persyaratan usia. 

(3) Persyaratan Calon Peserta Oidik Baru pada SMP kclas 7: 
a. Berusia paling tinggi 15 (lima betas) tahun pada tanggal I Juli 

tahun bcrjalan; 
b. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bernuk 

lain; 
c. Calon peserta didik baru wajib 1nelampirkan fotokopi aktn 

kelahiran atau surat keterangan lahir clan fotokopi Kartu 
Keluarga yang dilegalisir oleh lurah/kepala dcsa pada saat 
mcndnftar; 

d. Calon peserta didik baru baik warga Negara Indonesia atau wnrga 
Negara asing yang berasal dari sekclah luar negeri wajib 
mcnycrtakan surnl kctcrnngnn dari direktur jcndernl yang 
menangani biclang pendidikan dasar dan menengah: 



c. Calon pescrta didik baru warga Negara asing wnjib rncngrkun 
matrikulasi pcndidikan Bahasa Indonesia, paling singknt 6 hulnn 
yang disclcnggarnkan oleh sekolah ynng betsangkutun: dun 

f. Bagi sekolah yang bcrada di dacrah tcrtinggal, tcrdcpan dnn 
tcrluar dapat mcnerima calon pescrta didik berasal dari kcluarga 
ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan fotokopi KIP. PKl-1 dan 
KJI) sena melebih! pcrsyaratan usia. 

BABIV 
JALUR PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDO) 

Pasal 6 

Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dengan ketentuan scbagai 
berikut : 
a. Jalur zonasi Sekolah Dasar paling sedikit ?Oo/o (tujuh puluh persen) 

dari daya tampung sekolah; 
b. Jalur afinnasi Sckolah Oasar paling seclikiL 25o/o (dua puluh lima 

persen) dari daya tampung; 
c. Perpindahan tugas orang tua/wali Cajon peserta didik Sekolah Dasar 

paling banyak 5°/o (lima pcrscn) dan daya tampung sekolah; 
d. Jalur zonasi Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 60% (enam 

puluh persen) dari daya tarnpung sekolah; 
e. Jalur afirmasi Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 20°/o (dua 

puluh persen) dari daya tampung; 
f. Jalur prestasi, paling banyak 15°/o ()ima belas persen) dari d3)'3 

tampung sekolah; dan 
g. Perpindahan tugas orang tuaywali calon peserta didik Sekolah 

Menengah Pertama paling banyak 5°/o (lima persen) dari daya 
tampung sekolah. 

Pasal 7 

(1) Selain melakukan PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili 
dalam zonasi yang lelah ditetapkan, ca]on peserta didik dapat 
melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afinnasi, jalur prestasi 
dan jalur perpindahan tugas orang tua/ wali di luar zonasi domisili 
peserta didik; 

(2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Dacrah dilarang 
membuka jalur pendaftaran pencrimaan peserta didik baru selain 
yang diatur dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan 
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2021 /2022; 

(3) DomisiJi calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga 
yang diterbitkan paling singkat I (satu} tahun sebelum pelakaanaan 
PPDB; 

{4} Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari 
rukun tetangga clan rukun warga yang dilegalisir olch lurah Zkepala 
desa setempat yang menerangkan bahwa pcserta didik yang 
bcrsangkutan tclah bcrdomisili paling singkat I (satu) tahun sejak 
diterbitkannya surat kctcrangan domisili; 

(5) Peserta di<.lik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu 
yang dibuktikan dengan keikutsertaan pcscrta didik dalam program 
penanganan kelunrga tidak marnpu dari Pemerintah Pusat atau 
Pcmcrintah Daerah: 



(6) 

(7) 

Orang tt1a/\vnli pcscrta diclik wajib mcmbunt surat kctcrnngnn )<'lOR 
mcnyntakan bcrsco!e cliproscs secnra hukum. apnbiln terbukn 
mcmnlsuknn bukti keikutscrtnan dnlnm progrurn pcnangnnan 
kclunrga tidak mampu dari Pcmcrintnh Pusnt ntn u Pcmcrtntnh 
Dacrah; dan 
Sckolah cli dacrah ynng jumlah penduclttk u sin sckclnh tidnk dnpat 
memenuhi ketcntuan jumlnh peserta didik dalnm l (satu) 
Rombongan Belajnr clikecunlikan pada PPOB mclalui jnlur eonast. 
jalur nlirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahnn tugas orang 
tuaywali. 

Pasal 8 
{ 1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan 

huruf c, dipcruntukan bagi calon peserta diclik baru yang berasal 
dari kcluarga ckonomi tidak mampu. 

(2) Calon peserta didik baru yang bcrasal dari keluarga ekonomi tidak 
mampu sebagaimann dimaksud pada ayat (t) dibuktikan dengan 
bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak 
mampu dari Pemerintah Pu sat atau Pemerintah Daerah. 

(3) Calon pcserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi 
mcrupakan calon pcscrta didik baru yang berdomisili di dalam dan 
diluar wilayah zonasi sekolab yang bcrsangkutan. 

Pasal 9 

(1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, tidak 
berlaku Lin tu k pendaftar calon pescrta didik baru pada Taman 
Kanak-kanak dan kelas 1 (satu) SD. 

(2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, 
ditentukan berdasarkan : 
a. Nilai rata-rata raport dari 5 (Jima) semester kelas (\I, V clan \IJ 

semester I untuk mata pclajaran Bahasa Indonesia, IPA dan 
Matematika dengan nilai minimal 80 (delapan puluh) sebanyak 
100/o (sepuluh perseratus); 

b. hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akadcmik 
maupun non akademik pada tingkat intemasional, tingkat 
nasional, tingkat provinsi, clan/ atau tingkat kabupaten/kota 
sebanyak 5°/o. 

(3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) 
tahun sejak tanggal pendaft.aran. 

BABY 
BIAYA PENERIMAAN PESERTA OIDIK BARU 

Pasal 10 

Pelaksanaan PPDB pada sa.tuan pendidikan yang mencrima Bantuan 
Opcrasional Sekolah {BOS} clilarang untuk memungut biaya : 
a. Pendaftaan ulaug: 
IJ. Melakukan pungutan clan/atau sumbangan yang terkait deugan 

penerirnnnu pcrpindahnn pcserta didik: clan 
c. Dilarang melakukan pungutan untuk meml>eli seragam atau buku 

tenentu yang dikaitkan dengan PPOB. 



13Al3 VI 
PERPI NDAHAN PESERTA DIDIK 

PaSRI 11 

(I) Pcrpindahan pcscrta didik antar sckolah dalnm satu dncrah 
kabupatcn/kotn, nntnr kabupatcn/kota dalam satu dnemh provins1. 
atau antar proviuai dilaksanakan atns dasar perscrujunu Kepaln 
Sekolah asal clan Kepala Sckolah yang dituju. 

(2) Dalam hat terdapat pcrpindahan peserta didik, maka Sckolnh )'ang 
bcrsangkutan wajib me,nperbaharui Dapodik. 

(3) Perpindahan peserta didik wajib mcmcnuhi kctcntuan persJ·aratan 
PPDB dan/atau system zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupau 
ini; 

(4) Pcscrta clidik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di dacrah 
setelah memenuhi persyaratan diantaranya : 
a. Surat pemyataan dari Kepala Sckolah asal; 
b. Surat kctcrangan dari Direktur Jendernl yang menangani biclnng 

pendidikan dasar dan menengah; clan 
c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan 

Sekolah }'ang dituju. 
(5) Pcscrta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di 

daerah setelah : 
a. Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang 

membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah 
menyelesaikan pendidikan jenjang sebelurnnya; 

b. Surat pemyataan dari Kepala Sekolah asal; 
c. Surat keterangan dari Direktur Jencleral yang menangani bidang 

pendidikan dasar dan menegah; dan 
d. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan 

Sekolah yang dituju. 
(6) Peserta didik jalur pendidikan non formal arau informal dapat 

diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes 
kclayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang 
bersangkutan. 

(7) Peserta didik jalur pendidikan non formal atau informal dapat 
diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah rnernenuhi 
persyaratan : 
a. Memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan 
b. Lui us tes kelayakan dan penempatan yang yang diselenggarakan 

oleh SMP yang bersangkutan. 
{8) Dalam hal terdapat pcrpindahan peserta didik dari jalur pcndidknn 

non formal atau informal ke sekolah, maka sekclah )•nng 
bcrsangkutan ,vajib memperbaharui Dapodik. 

BAB VII 
WAKTU PELAKSANAAN PPDB 

DAN PENDAFTARAN ULANG PESERTA DIDIK BARU 

Pasal 12 

\Vaktu pelnksanaan pcncrimaan dnn pendaftaran ulang PPDB pada 
satuan pcndidiknn sebagni bcrikut: 



a. F'PDB dimulai pada bulan April 2021 sampai dcngnn 30 Jun, 2021. 
satuan pcndiclikan dipcrbolchkan unLuk mcncrima pcndnftnrnn 
Calon Pcsert.a Diclik Baru; 

U. Pcngumuman hasil sclcksi Calon Peserta Oiclik Baru pnda tnnggal I 
Juli 2021; clan 

c. Pendaftaran ulang peserta didik baru dilaksanakan pada tanggal 2 
sampai dcngan 6 Juli 202 l. 

Pasal 13 

Pelalcsanaan Pcmbelajaran Talrun Aja ran 2021 /2022 jcnjang satuan 
pendidikan PAVO, SD dan SMP Ncgeri/S,vasta di Kabupaten Mernpawah 
climulai pada tanggal 12 Juli 2021. 

BAB VIII 
PELAPORAN DAN EVALUASI 

Pasal 14 

(1) Satuan pendidikan wajib melaporkan pclaksanaan PPDB dan 
perpindahan pescrta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran 
kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 
Kabupatcn Mempa,vah. 

(2) Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Ka\Jupatcn 
Mempawah wajib memiliki kanal (saluran) pelaporan untuk 
menerima laporan masyarakat terkait pclaksanaan PPDB. 

(3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan 
PPOB. 

(4) Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten 
Mempa,vah melakukan koordinasi, pcmantauan, dan evaluasi 
pelaksanaan PPDB. 

(5) Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten 
Mempawah melakukan pemantauan atau evaluasi terhadap 
pelaksanaan PPDB paling sedikit I [satu) kali dalam I (satu) tahun. 

(6) Dalam pelaksanaan PPDB satuan pendidikan ,vajib melaksanaka11 
sesuai dengan Petunjuk Teknis. 

BAB IX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 15 

Bupati Mempawah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan 
Pariwisata Kabupaten Mempawah melakukan Pembinaan dan 
Pengawasan Pelaksanaan PPDB pada setiap jenjang satuan pendidikan 
PAVO SD dan SMP Negeri/Swasta Tahun Ajaran 2021/2022. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1anggal diurtdangkan. 



Agar sctiap orang mcngctnhuinya. mcrncrintahknn 
Pcraturan Bupati ini dcngan pcnempatnnuya dalam 
Kabupatcn Mcrnpawah. 

pcngu ncl:ingan 
Bertta Dar-rah 

Ditetnpkan di Mempawnh 
pada tanggal ;;,- 3- 2021 

EMPAWAlli· 
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